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DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

NOMOR 17 TAHUN 2003 

TENTANG 

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. bahwa memperhatikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 
Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan 
Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang disahkan 
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.33-557 
tanggal 20 Juli 1998 dan diundangkan dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 
Nomor 9 Seri A Nomor 2 tanggal 27 Juli 1998 dipandang 
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kebupaten 
Semarang tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian 
Golongan C; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; · 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1652) ; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran 
Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1652) ; 



4. Undang-Undang Ncrncr 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Le!Tbaran Negara Tahun 1997 
Nara- 41, Ta!Tbahan Lerrbaran Negara l\brra 3685) ; 

5. Undang-Unda_ng Naro- 23 Tahun 1967 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Le!Tbaran Negara Tahun 1997 
NO'Tlet l\b!Tl(X' 68, Ta!Tbahan Leni:>aran Negara 
NO'Tlet 3699) ; 

6. Undang-Undang l\brrcf 22 Tal1un 1999 tentang Pemerintal1an 
Daeral1 (Lerrbaran Negara Tal1un 1999 Norrcf 60, Tarrbal1an 
Lerrbaran Negara l\b!Tl(X' 3839) ; 

7. Undang-undang Nom:r 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang l\bm:x 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

· Daeral1 Dan Retribusi Daeral1 (Lembaran Negara Tal1un 2000 
Nara- 246, Tani:>al1an Lerrbaran Negara l\brra 4048) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentong 
Perluasan Kctamactya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lerrbaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tani:>ahan 
Lermaran Negara l\bm:;,r 3079) ; 

9. Peraturan Pemerintal1 N::mer 27 Tahun 1980 tentang 
Pengdahan Bahal)-bahan Galian ( LelTbaran Negara 
Tahun 1980 Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Nagara 
NO'Tlet 317 4) ; 

10. Peraturan Pemerintal1 N::mer 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas VVilayal1 Kdamadya Daeral1 1ingkat II 
Salatiga Dan Kabupaten Oaerah 1ingkat II Semarang 
(Leni:>aran Nagara Tahun 1992 NCfll:f 114, Tan-bahan 
LelTbaran Negara l\b!Tl(X' 3500) ; '· 

11. Peraturan Pe1rerintah No!lU 27 Tat1un 1999 tentang Analisa 
Mengenai DarTpak Lingkungan Hdup (Lerrbaran Negara 
Tahun 1999 l\brn:::t' 59, Tan-t>ahan Lembaran Negara 
Nc::rro- 3838) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nemer 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Prq:,insi Sebagai 
Daerah Ota1cm (Lembaran Negara Tahun 2000 Nemer 54, 
Tarrtmhan Leni)aran Negara Nom:r 3952) ; 

13. Peraturan Pemerintah Non-a- 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daeral1 (Lerrbaran Negara Tal1un 2001 l\bner 118, 
Tarmahan Lerrbaran Negara l\brrcf 4138) ; , 

14. Keputusan Mentri Dalam Negri Ncrnor 12 Tahun 1994 tentang 
Pedcrran Umum Pengolahan Lingkungan Hidup; 

15. Keputusan Mentri Dalam Negri l\bmcr 170 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerat,; 

16. Keputusan Mentri Dalam Negri l\bn--a- 173 Tal1u11 1997 
tentang Tata Gara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri l\b!Tl(X' 43 Tahun 1999 
Prosedur .Administrasi Pajak Daeral1, Retribusi Daerah Dan 
Penerimaan Lain-Lain ; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Ota1omi Daerah Norn:< 
21 Tal1un 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi 
Muatan Prociuk-Prociuk Hukum Daerah ; 

·19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Ota1omi Dacrnh l\bnn· 
22 Tahun 2001 tentang Bentuk Procluk-Prc:x:luk Hukum 
Daeral1; 



.. 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otcnomi Daerah l\bm::x-
23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Prcduk Hukum 
Daeral1; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negri dan Otcnom Daerah l\bm::x-
24 Tahun 2001 tentang Lermaran Daerah Dan Serita Daerah ; 

22. Keputusan Mentri Dalam Negri dan Otcnom Daerah l\bm::x-
29 Tahun 2002 tentang Peda-nan Pengurusan, 
Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daeral1 
Serta Tata Gara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuanr1an Daerah 
Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daeral1 Tingkat II Semarang . 
Nara- 1 0 Tallun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
D Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah lingkat II 
Semarang ( Lermaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Tahun 1988 l\bn:;:f 17 Seri D l\bm:r 11); 

24. Peraturan Da.erah Kabupaten Semarang l\bl"ll:f 11 
Tal1un 2001 tentang Peni:Jentukan Susunan Organisasi Dan 
Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lermaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2001 l\blilCf 11) ; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Naro- 9 Tahun 2002 
tentang Pd<d<-~d< Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 

· Keuangan Daeral1 (LeniJaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2002 NolilCf 27, . Tarmahan Lembaran Daeral1 
Kabupaten Semarang N:rra 6) ; 

Dengan persetujuan 

DEWAN PER\NAKJ LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMA.RAt----n 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARAI\G TENTANG 
PAJAK PEI\GAMBI LAN BAHA.N GALI AN GOLOI\K3AN C. 

KEfENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. · 
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten 

adalall Bupati Semarai1g beserta Perangkat Daerah sebagai Sadan Eksekutif 
Daerah. 

3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten 
Serna.rang. · 

4. □nas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dipenda . adalah Dinas 
Pendapatan Daerat1 Kabupaten ~marang. 

5. Kepala Onas Pendapatan Daeral1 yang selanjutnya disebut Kepala Dipenda adalal1 
~pala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang. 



6. Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Petugas Dipenda 
adalah pegawai pada Dpenda yang diberi tugas deh Kepala Dpenda untuk 
melaksanakan tugas dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undang yang berlaku. 

7. Pemegang Kas adalah setiap crang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan 
l<egiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) di setiap unit kerja pengguna anggaran. 

8 . Perrbantu Pernegang Kas adalah setiap e<ang yang ditunjuk dan diserahi 
melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan 
pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setlap unit kerja pengguna 
anggaran. 

9. Bahan Galian Golonga11 C adalah bahan galian golongan C yang dima.ksud dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

10. Pajak Pengarrbilan Bal1an Galian Gdongan C adalal1 pajak yang dipungut kepada 
crang pribadi atau badan atas kegiatan pengarrbilan bahan galian Gdongan C. 

11. Kegiatan Pengarrbilan Bahan Galian Gdongan C adalal1 usal1a pertarrbangan 
dengan ma.ksud untuk menghasilkan bahan gaiian dan untuk merranfaatkannya. 

12. Pengusal1a Pengarrbilan Bahan Galian Gciangan C actalah Orang Pribadi atau 
Sadan yang melakukan PenganiJilan Bal1an Galian Gdongan C. 

13. Pajak Terutang adalah jumlah ketentuan pajak yang harus dibayar deh Wajib Pajak 
pada suatu saat, dalam tahun pajal<, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan 
yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini. 

14. Surat Perrberital1uan Pajak Daeral1 yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat 
yang digunakan del1 Wajib Pajak untuk melapcrkan pengl1itungan dan perrbayaran 
pajak, dJyek pajak dan atau bukan dJyek pajak, dan atau l1arta dan kewnjiba n 
menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini . 

15. 9Jrat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 
ketetapan pajak yang menentul~an besarn~ jullial1 pc.Kci\ pajak dan kewajiban 
perpajakan lainnya yang wajib dibayar del1 Wajib Pajak. 

16. 9Jrat Seta-an Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan perrbayaran atau penyetcran pajak 
terutang · beserta kewajiban perpajakan lainnya ke Pemegang Kas Dipenda atau 
terrpat perrbayaran lain yang ditetapkan deh Bupati Semarang . . 

17.&lrat Tagihan Pajak Daeral1 yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat yang 
digunakan untuk melakukan penagihan pajak dan atau kewajiban perpajakan 
lainnya . 

18. Perreriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk rrencari, rrenguflT-)Ulkan, mengolah 
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah 

BABII 

N.AJv1A, OBY EK PNAK, SUBY EK PAJAK DAN WAJI B PAJAK 

Pasal .2 

Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Gdongan C dipungut pajak atas 
kegiatan pengambilan Bahan Galian Gdongan C . 



Pasal 3 

(1) Obyek Pajak adalah kegiatan pengarrbilan Balian Galian Gdongan C . 

(2) Bahan Galian Gdongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. Asbes; 
b. Batu tulis ; 
c. Batu setengal1 permata ; 
d. Batu kapur ; 
e. Batu apung ; 
f. Ba.tu permata ; 
g. Bentonit ; 
h. Ck:Aonit; 
i. Fedspar; 
j. Garam batu (halite) ; 
k. Grafit; 
I. Granit; 
m. Gips; 
n. Kalsit; 
o. Kaolin; 
p. Leusit ; 
q. Magnesit ; 
r. Mika; 
s. Manner ; 
t. Andesit (Batu Kali dan Batu Gunung) ; 
u. Pasir Kuarsa ; 
v. Nitrat ; 
w. Opsiden; 
X. Oker; 
y. Pasir ctan kerlkil ; 
Z. Perlit ; 
aa. A'lospat; 
bb. Talk; 
cc. Tanah serap (fullers earth) ; 
dd. Tanah diatorre ; 
ee. Tanah liat ; 
ff. Tawas ( alum) ; 
gg. Tras; 
1111. Yarosif ; 
ii . Zeolit ; 
ll, Basal ; 
kk. Trakkit . 

(3) Okecualikan dari obyek pajak adalah kegiatan pengarrbilan Bahan Galian Gciongan 
C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk menga!Tbil Bahan Galian Gdongan C 
tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekooonis. 

Pasal 4 

( 1) &Jbyek Pajak adalah crang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan 
pengani:>ilan bahan galian golongan C. 

(2) Wajib Pajak adalah crang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan 
perrt>ayaran pajak pengarrt>ilan ballan galian gdongan C yang terutang. 



BAB Ill 

WILAYAH PEMUN3UTAN PAJAK 

Pasal 5 

Pajak yang terutang dipungut di V\Alayah Daeral, . 

BABIV 

l\,1ASA PAJAK DAN KB/VENAf\lGAN PEMUNGUT AN PAJAK 

Pasal6 

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan 
takwin . 

(2) Kepala Dpenda berdasarkan SPTPD, dapat menetapkan masa pajak dalam jangka 
waktu lain. 

Pasal 7 

Kewenangan pemungutan pajak diseral1kan dan menjadi tanggung jawab Dpenda . 

BABV 

DA...c;A.R PEI\GENAAN PAJAK, TARI F PAJAK DAN CARA PEI\K3HITUNGAN PAJAK 

Pasal8 

(1) Dasar. pengenaan .Pajak PengalTbilan Sqhan Galian Golongan C adalah nilai jual 
hasil pengani:>ilan Bahan Galian Golongan C. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan 
volume/tonase hasil pengani:>ilan dengan nilal pasar atau llarga standar n-esing­
masing Bahan Galian Golongan C. 

(3) Nlai Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal9 

Besarnya tarif pajak Pengambilan Ballan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 10 % 
( sepul ull per seratus) . 

Pasal 10 

Besarnya pokok pajak yang terutang dil1itung dengan cara mengalikan tarif pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) . 



BA.BVI 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDAT AAN 

Pasal 11 

(1) Setiap pengusaha Pengarrbilan Ballan Galian Gdongan C di Daerah diwajibkan 
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 

(2) Pendaftaran sebagairrrana yang dimaksuct ayat (1) sudah ctilaksanakan paling 
lani)at 7 (tuiuh) hari sebelum dimulainya kegiatan Pengambilan Bahan Galian 
Gdongan C. 

Pasal 12 

Pendaftaran sebagai1T0na dimaksuct Pasal 11 dilaksanakan dengan cara pengusnha 
Pengambilan Bahan Galien Gciongan C atau crang yang diberi kuasa datang sendirl ke 
Dpenda unt uk : · 
a. Mengisi fcrmulir pendaftaran ; 
b. Melarrpirkan fdocqJy identitas diri; 
c. Fcto cq:iy ijin usaha penyelenggaraan Penggalian Pengarrbilan Bahan Galian 

Gdongan C. 
d. Fdo cqJy ijin gangguan . 

Pasal 13 

Berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dirrraksud Pasal 11 dan Pasal 12, Kepala 
Openda merrberikan NPv'VPO kepada pengusaha Pengarrbilan Bahan Galian 
Gdcngan C, dan sejak saat itu, rrraka pengusal1a Pengarrbilan Ballan Galian Gdongan 
C secara resni terdaftar sebagai wajib pajak. 

Pasal 14 

Pengusaha Pengarrbilan Ballan Galian Gdongan C yang sudah ditetapkan sebaga1 
wajib pajak merrpunyai kewajiban sebagai berikut : 
a .. Melapcrkan data vdurna penggalian baha,, galian gol C tlap bulan kepada Dpenda 

paling larrbat tanggal 5 (lima) pada bulan berlkutnya dari bulan yang dllapcrkan 
dengan cara menyerahkan isian fcrmulir SPTPD ; 

b. Menerima dan merrberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 
petugas Dipenda yang melaksanakan pemeriksaan serta menunjukkan buktl 
perrbukuan ; 

c. Mermayar lunas pajak paling lani:>at 15 (lirrra belas) hari sejak SKPD dlterima. 

Pasal 15 

('1) Dalam .hal dibutuhkan untuk pengecekan, kepala Dipenda dapat memerintahkan 
kepada petugas Dipenda untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan ditempat wajib 
pajak. 

(2) Pada waktu petugas Openda melaksanakan kegiatan perreriksaan sebagai1T0na 
dimaksud dalam ayat (1), \Najib pajak harus menerirna dan merrberikan keterangan 
yang dapat dipertanggungjawabkan kepada petugas Dipenda dan wajib 
menunjukkan semua bukti / perrbukuan Pengambilan Balian Galian Gdongan C . 



,I 

(3) Apabila wajib pajak tidak mentaatl ketentuan ayat (2), maka petugas Openda 
membuat lapcran hasil pemeriksaan tanpa persetujuan pengusaha ; 

(4) Kegiatan perneriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. pemeriksaan catatan perrbukuan ; . 
b. pemeriksaan tel11)at PenganiJilan Behan Galian Gdongan C . 
c. pemeriksaan fasilitas yang dipergunakan. 

(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
wajib dilaporkan deh petugas Cipenda kepada Kepala Dipenda dalam bentuk 
Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan. 

BABVII 

TATA CARA PEf'K3HITUNGAN DAN PENET APAN PAJAK 

Pasal 16 

(1) Penghitungan pajak terutang didasarkan pada data dari isian fcrmulir SPTPD yang 
diserahkan deh Wajib Pajak atau berdasarkan Lapa-an • Hasll Pemerlksaan 
Lapangan. 

(2) Penghitungan pajak terutang dilaksanakan dengan cara mengalikan tarif pajak 
dengan julliah vciurne pengarrt>ilan bahan galian golongan C yang dilapcrkan 
dalam data isian fcrmulir SPTPD atau data Lapcran Hasil Pemeriksaan Lapangan. 

(3) Hasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar 
penetapan pajak terutang. 

Pasal 17 

('I) Berdasarkan hasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2), Kepala Dpenda menerbitkan SKPD . 

(2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterbitkan untuk masa pajak 
1(satl:J) bulan takwim. 

Pasal 18 

(1) □sarrping SKPD yang diterbitkan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), 
Kepala Dipenda dapat menerbltkan SKPD Secara Jabatan . 

(2) SKPD Secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diterbitkan 
untuk masa pajak 1 (satu) bulan takwim dengan juniah Ketetapan Pajak yang sama 
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kepada Wajib Pajak yang 
penetapannya harus: 
a. dida~arkan pada Lapcran Hasil Pendataan Pctensi Pajak secara obyektif cieh 

Petugas Dipenda; 
b. mempertirrbangkan unsur kelayakan, keactilan dan ketentuan pengllitungan 

pajak yang berlaku. 

(3) Untuk penerbitan SKPD Secara Jabatan, paling lama 6 (enam) bulan sekali harus 
diadakan peninjauan terhadap jumlal1 ketetapannya dan jurrlah ketetapan yang baru 
11arus didasarkan pada ketentuan ayat (2) huruf a . 



BA.BVIII 

TATA CARA PENYETORAN PAJAK 

Pasal 19 

(1) Penyetcran pajak terutang ke Pemegang Kas Dipenda dapat dilaksanakan deh 
wajib Pajak dengan rnenunjukkan SKPD 

(2) Penyetcran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara 
lunas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalan SKPD. 

(3) Kepada Wajib Pajak yang telah menyetakan pajak ke Pemegang Kas Openda 
diberikan tanda bukti penyetaan pajak SSPD. 

Pasal 20 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 15 ( lima belas ) hari sejak diterimanya SKPD, 
Wajib Pajak harus sudal1 rnenyetcrkan Pajak terhutang ke Pemegang Kas SKPD 

(2) Apabila peni:>ayaran dilakukan di terrpat lain yang ditunjuk, hasil penerlmaan pajak 
harus disetcr ke Pemegang Kas Dipenda selani::Jat-IaniJatnya 1 x 24 jam , kecuali 
pada hari libur. 

(3) Pernegang Kas Oipenda wajib menyetcrkan ke Kas Daerah paling larrt>at 1 x 24 jam 
kerja sejak uang kas tersebut diterima , kecuali pada hari Ii bur. 

(4) ,Apabila \/Vajib Pajak tidak menyetc;x-kan kewajibannya dalam jangka waktu 
sebagaima.na dima.ksud dalam ayat (1 ), ma.ka kepada Wajib Pajak dikenakan bunga 
pajal< sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan yang harus dibayar lunas bersamaan 
pada waktu perrbayaran pajak terutang, dengan ketentuan bahwa setiap 
keterlaniJatan ·t (satu) sarrpai dengan 30 (tiga puluh) hari dianggap 1 (satu) bulan 
dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

BA.SIX 

TATA CARA PENAGI HA-N 

Pasal 21 

(1) &.!rat Teguran Pertama sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 
diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pentiayaran 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujull) llari setelal1 diterbitkan Surat Teguran Pertama Wtljib 
Pajak belum melaksanakan perr'bayarnn Lrtang pajak secara lunas, maka dapat 
diterbitkan Surat Teguran Kedua kepada Wajib Pajak. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh t,ari) setelal1 diterbitkan Surat Teguran Kedua Wajib 
Pajak belum melaksanakan peni:>ayaran utang pajak secara lunas, maka dapat 
diterbitkan Surat Teguran Terakhir kepada Wajib Pajak. 



(4) [)alam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran terakhir 
sebagaimana dirrraksud ayat (3), wajib pajak belum meniJayar utang pajak secara 
lunas, Kepala Openda dapat menerbitkan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal22 

Bilamana Wajib Pajak belum melaksanakan perrbayaran utang pajak secara lunas 
sebagaima.na yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Kepala Openda melaksanakan 
penaglhan pajak seketlka dan sekaligus dengan mengeluarkan Surat perlntah 
Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. 

eABX 

TATA C'ARA PEI\GAJ UAN KEBERATAN 

Pasal 23 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak dan bungapajak. 

(2) Keberatan sebagaimana dlma.ksud ayat (1), meliputl pengurangan/kerlnganan dan 
atau peniJebasan pajak. 

(3) Perrrohonan sebagaimana ctimaksud ayat (1) harus sudah diajukan Wajib Pajak 
secara tertulis kepada Kepala Dpenda paling lama 15 ( lima belas) harl sejak 
diterimanya SKPD atau STPD. 

Pasal 24 

Kepala Dpenda karena jabatannya atau atas, permohonan Wajib Pajak dapat 
rrenerirrra pengurangan atau keringanan besarnya pajak, apabila Pengarrbilan Bahan 
Galian Golongan C sedang mengalani penurunan volume pengani:>ilan bahan gallan 
gdonga C secara terus menerus selarra 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan 
perrbukuan keuangan . 

Pasal25 

Selain Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau keringanan sebagaimana 
dimaksud Pasal 23, wajib pajak juga dapat diberikan perrbebasan pajak apabila karena 
apabila suatu hal mengakibatkan usahanya berhenti sementara. 

Pasat 26 

(1) Kepala Dipencla berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
Pasal 23 dalam jangka waktu paling larra 3 (tiga) bulan $ejak diterirranya 
permohonan tersebut, harus sudah rneniJerikan keputusan diterirra atau ditdak. 

(2) Keputusan Kepala Dipenda untuk menerima permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dirraksud ayat (1) dapat berupa pengurangan, keringanan atau perrbebasan, dan 
apabila permohonan tersebut ditdak harus disertal dengan alasan penolakan. 



(3) Keputusan Kepala Dpenda sebagaimana dimaksud ayat (2) · harus berdasarkan 
pada Laporan Hasil Peme~iksaan Lapangan oleh petugas Dipenda dan ketentuan 
penghitungan pajak yang berlaku dengan merrperl1atikan kerrarrpuan, tujuan, 
alasan dan itikat baik . · 

(4) Apabila sarrpai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada Keputusan 
Kepala Dpenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perm::,honan tersebut 
dianggap diterima. 

Pasal27 

Pengajuan pern10honan \1\/ajib Pa)ak sebagaimana dirraksud dalam Pasal 23 tidak 
rnenunda kewajiban pembayaran utang Pajak . 

BABXJ 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATAlAN 
DAN PENSHAPUSAN PAJAK 

Pasal 28 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan perrrohonan pembetulan, pembatalan dan 
penghapusan pajak dengan mengajukan perm::,honan secara tertulis kepada Kepala 
Dpenda paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD atau STPD 

(2) Kepala □penda karena jabatannya atau atas perm::,honan Wajib Pajak dapat 
membetulkan, membatalkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalalian tulis, kesalat1an hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan 
perundang-undangan pajak daeral1 . 

(3) Selain dapa.t membetulkan, merrt>atalkan SKPD atau STPD, Kepala Dipenda dnpat 
menghapuskan pajak kepada wajib pajak dalam l1al : 
a. pada rrasa pajak, wajib pajak sudah rnenghentikan kegiatan usaha~ ; 
b. Wajib Pajak dalam keadaan pailit atau bangkrut yang dibuktikan dengan 

penutupan usahanya . 

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Perm:,honan 
sebagaimana dirraksud dalam ayat (1), Kepala Openda harus sudah merrberikan 
keputusan. 

(5) .Apabila sarrpai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada Keputusan 
Kepala Openda sebagaimana dirraksud dalam ayat ( 4), rraka perm.:,honan tersebut 
dianggap diterirra. 



BABXII 

TATA CARA PEf\GEMBAJ...IAN KELEBI ~N 
PEMBAY ARAN PAJAK DAN SUNGA PAJAK 

Pasal29 

(1) Pengembalian perrbayaran pajak dan bunga pajak, dapat dirrohon deh \/Vajib Pajak 
dengan cara mermuat Surat Perrrohonan secara tertulis kepada Kepala Openda 
dengan melampirkan bukti adanya kelebihan perroayaran pajak selarroat-lani:>atnya 
15 ( lima belas) hari sejak perroayaran. 

(2) Atas dasar perrrol1onan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) 
bulan, Kepala Dpenda l1arus sudal1 merrberikan jawaban menerirra atau mendak 
per~honan tersebut . 

(3) Kepala Dpenda tidak dapat menolak permohonan pengerrbalian kelebihan 
peni:>ayaran pajak dan bunga pajak apabila bukti-bukti adanya kelebil1an 
peni::>ayaran pajak yang disampaikan Wajib Pajak ternyata benar. dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(4) Keputusan pengerrbalian kelebihan peni::>ayaran pajak dan bunga pajak dapat 
berupa uang atau diperhitungkan kerrbali dengan ketetapan pajak terutang 
berikut nya . 

(5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada Keputusan 
Kepala Dpenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka permohonan tersebut 
dianggap diterirra. 

Bt>SXIII 

KAOAL l.M/ARSA 

Pasal30 

(1) Penagihan pajak dan bunga pajak menjadi kadaluwarsa sesudal1 
tal,un sejak diterbitkannya SKPD. 

3 (tiga) 

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dirraksud dalam ayat (1) tertangguh 
apabila : 
a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung rnaupun tidak 

langsung . 

eABXIV 

PELAKSANA DAN PEI\GAWASAN 

. Pasal 31 

(1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Openda. 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan deh lim yang 
dibentuk dengan Keputusan Bupati . 



I ' 

BABXV 

PENY'IDIKAN 

Pasal32 

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Unctang-undang f\.bma- 13 
Tahun 1981 tentang Hukum A:ara Pidana, Penyidikan Pegawai Negeri Spil d1 
Lingkungan Pemerintal1 Daerah dapat diberikan kewenangan untuk rrelaksanak;, n 
penyidikan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini . 

BABXVI 

KETENTUAN Pl DANA 

Pasal33 

(1) Ba.rang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) dapat 
diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam) bulan atau denda sebanyak­
banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) . 

(2) 1indak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal34 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 

Pasal 35 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II 
Semarang Ncm:x 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengani:lilan dan Pengdal1an Balian 
Galian Gdongan C (Lermaran Da~ah Kabupaten Daerah 1ingkat II Semarang 
Tahun 1998 l\lcrnor 9 Seri A l\brra 2) dinyatakan tidak berlaku 

Pasal36 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

,Agar setiap orang dapat rne11getal1uinya, rnemerintahkan pengunclnn~1c1n Peratu, ,m 
Daerah ini dengan penenl)atannya lialarn Lentiaran D'derah Kabupaten &:rrnrang 

Dtetapkan di Un~1aran 

Pa ~~~~:~ - 10 - J.003 

., 

.. · URITI\O 

/'•>~~/ 
1 A.P. ~ -/ 

~ -.;;,..;:.~ .• ;:✓-



PENJELASAN 

ATAS 

PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SEIV1ARAN3 

l'OMOR .17 . T AHUN .. ~'?'!} 

TENTAN3 

PAJAK PENSAl\/1B1 LAN BAHA.N GALIAN GOLOI\GAN C 

I. UMUM 

Sebagai tindaklanjut ditetapkannya Undang-uhdang l\bn-a- 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-undang l\brror 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daeral1 Dan Retribusi Daeral, dan Peraturan Pemerintat, Nara- 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah, sebagai salah atu upaya untuk me-Nujudkan ctononi daerah 
yang luas nyata dan bertat1ggung jawab, peniJiayaan pemerintahan dan 
peniJangunan Daerah yang bersal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang 
bersurmer dari pajak daerah, perlu ditingkatkan. 

Untuk meningkatkan pelaksanaan penrrbangunan dan peni:>erian 
pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan perturrbul,an perekonanian di 
daerah, diperlukan · penyediaan suniJer-suniJer pendapatan asli daerah yang 
hasilnya rnernadai. Lf.,aya peningkatan penyediaan peniJlayaan dari suni:>er 
tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja, pemungutan dan 
peninjauan kermali beberapa Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah. 

II. PENJEL.ASAN PASAJ_ DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukupjelas 

Pasal3 

ayat ( 1) dan ayat (2) 

CUl<Up jelas 

ayat (3) 

Yang dirnaksud dengan tidak dirnanfaatkan secara ekonomis adalah 
kegiatan pengarmilan galian gdongan C untuk keperluan rurnat1 tangga, 
pemancangan tiang listrik / telepa1, penanaman pipa air / gas . 

Pasal 4 sarrpai dengan Pasal 5 

Cukup jelas 



Pasal6 

ayat (1) 

Cukup jelas 

ayat (2) 

Pasal7 

Yang dimaksud dengan jangka waktu lain adalal1 jangka waktu tanggal 1 
san-pai dengan beral<hirnya tanggal pada bulan yang berkenaan dan itu 
dimungkinl<an apabila terjadi Fa-ce Majeur atau bencana alam pada waktu 
dilakukan ekspldtasi. 

Cukup jelas 

Pasal8 

ayat (1) dan ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Keputusan Bupati ditetapkan berdasarkan hasil survey harga di 2 ( dua) 
Kabupaten / Kcta yang lain dan harga di lci<asi, yang ditinjau ulang setiap 
setahun sekali . 

Pasal 9 sarrpai dengan Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

ayat (1) 

Yang dirnaksud dengan SKPD diterbitkan secara jabatan adalah SKPD 
yang penentuan juniah ketetapan pajak yang terutang ditetapkan secara 
jabatan berdasarkan has ii perrantauan pctensi pajak yang dilakuka n 
Dpenda. 

ayat (2) 

huruf a 

Yang dirraksud secara ooyektif adalah lapa-an yang dtisusun 
berdasarkan pada pengarratan dan penelitian tert,adap kondisi nyata 
dilapangan. 

huruf b 

Cukupjelas 



... .,. ' 

ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 19 sarrpai dengan Pasal 20 

Cukupjelas 

Pasal 21 

Landasan Hukum yang digunakan dalam pelaksanaak penagihan pajak dengan 
&Jrat Paksa yaitu Peraturan Perundan~undangan Perpajakan dibidang 
Penagilian Pajak. · 

Pasal 22 

Yang dirmksud dengan penagil1an pajak seketika dan sekaligus adalah 
penagihan pajak yang dilaksanakan deli juru sita pajak kepada penanggung 
pajak tanpa menunggu jatLih terrpo peniJayaran yang meliputi seluruh utang 
pajak dari semua jenis pajak, rmsa pajak dan tahun pajak. · 

Pasal 23 sarrpai dengan Pasal 26 

Cukupjelas 

Pasal27 

Ketentuan ini perlu dicanturrkan dengan maksud meskipun wajib Pajak 
mengajukan keberatan , tetapi kewajibannnya untuk merrbayar pajak tidak 
dapat dihindari. 

Pasal 28 dan Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal30 

ayat (1) 

Cukup jelas 

ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ada pengakuan utang pajak dari vvajib Pajak 
Langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang pajak dan belum metunaslnya kepada Pemerintah 
Daerah dengan cara meniJuat surat pernyataan. 

Yang dimaksud dengan ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak 
"Tidak Langsung adalah \/Vajib Pajak tidak secara tangsung rrenyatakan 
bahwa yang · bersangkutan mengakui rrerrpunyai utang pajak da n 
meminta penundaan perrbayaran dengan cara rrengangsur. 



Pasal 31 sani:iai clengan Pasal 36 

Cukup jelas 
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